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ABSTRAK 

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan 

hidup seseorang, karena dengan menikah seseorang dapat melestarikan 

keturunannya. Perempuan yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan 

harus ada wali, pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut 

tidak sah. Wali merupakan seseorang yang memiliki kuasa menikahkan 

perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki. Namun, 

tidak semua pernikahan dapat dilaksanakan dengan mulus. Adakalanya ayah 

sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di antaranya 

karena tidak setuju dengan calon suami atau ada alasan lain yang menjadikan 

orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya 

disebut ‘aḍal. 

Di Era Globalisasi ini, masih ada orang tua yang mempertimbangkan 

bebet, bibit, dan bobot dalam memilih calon menantu yang sebenarnya hal 

semacam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena inti dari suatu 

pernikahan adalah memperoleh rida dari Allah swt. Dari latar belakang masalah 

tersebut penyusun tertarik untuk menelitinya dengan melihat penetapan perkara 

selama tahun 2014 di Pengadilan Agama Karanganyar dengan merumuskan 

pokok-pokok masalah yaitu apa yang menjadi alasan wali enggan menikahkan 

anak perempuan di bawah perwaliannya, bagaimana pertimbangan dan penetapan 

hukum oleh hakim dalam memeriksa wali ‘aḍal, serta bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim tersebut. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, dengan 

mengambil dokumen tertulis berupa penetapan mengenai perkara wali ‘aḍal 

sebagai sumber utamanya. Metode penelitiannya induktif yaitu mengambil 

kesimpulan dari kasus-kasus khusus untuk ditarik benang merah yang bersifat 

umum. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik terhadap penetepan dan dasar 

pertimbangan hukumnya yang ditinjau dari hukum yang berlaku, baik hukum 

Islam maupun hukum positif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif, dengan menekankan pada kaidah-kaidah yang berkaitan 

dengan wali hakim dan pendekatan yuridis, dengan menekankan hukum yang 

berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penikahan oleh wali hakim. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dalam penetapan 

perkara wali ‘aḍal disebabkan oleh berbagai alasan yang tidak sesuai dengan 

syariat Islam yaitu tidak mau tahu urusan orang yang berada di bawah 

perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu 

telah meninggal, masa lalu calon menantu yang kelam, kegagalan pernikahan, 

cacat fisik, dan alasan yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak 

hadir dalam persidangan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 



 
 

ix 

 

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 دة يتعّد

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbû  a     a   r  a a 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h. 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā الأونيبء كساية

 

3. Bila ta‟ marb tah hidup atau dengan harakat, fath ah, kasrah dan ḍammah ditulis t 

atau h. 

 ditulis Zakāh al-fiţri انفطس شكبة

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

fath ah 

 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 



 
 

x 

 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

kasrah 

 

 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath ah   alif 

 جبههية

fath ah   ya‟ mati 

 تُسى

kasrah   ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

î 

karîm 

û 

fur d  

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah   ya‟ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأَتى

 أعدت

 شكستى نئٍ

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ān 

Al-Qiyās 



 
 

xi 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samā‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 انفسوض ذوي

 انسُة أهم

ditulis 

ditulis 

 a   al-fur d  

Ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transeleterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko 

Hidayah, Mizan. 
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 ان الحمد لله وحمدي َوستعيىً َوستغفري َوعُذببلله مه شرَر اوفسىب َمه سيئبت اعمبلىب

 مه يٍدالله فلا مضل لً َمه يضللً فلا ٌبدي لً. اشٍد ان لاالً الاالله َحدي لاشريك لً

َاشٍد ان محمدا عبدي َرسُلً. )امب بعد(   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjalanan hidup seseorang di dunia ini akan mengalami beberapa 

peristiwa penting salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan menurut agama 

Islam sangat dianjurkan. Rasulullah saw. bersabda : 

1فًٍ سغة عٍ سُتً فهيس يًَُ.... واتزوَج انُساء 
 

Sabda Rasulullah di atas menunjukkan betapa sangat pentingnya nikah, 

sebab dengan nikah seseorang akan tenteram hatinya dan dapat menjaga 

pandangannya dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah swt. Hal ini seperti 

yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi saw. Riwayat Imām al-Bukhāri 

dan Imām Muslim dari Ibn Abbas : 

فاَه اغض نهثصش وادصٍ   وَجفهيتز  ءجيعشش انشثاب, يٍ استطاع يُكى انثايا 

.... نهفشج
2

 

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala mahkluk termasuk 

manusia.
3
Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, 

sehingga Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina yang tidak 

ada aturannya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia Allah menurunkan 

                                                           

1
Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih al-Bukhāri, alih bahasa M. Faisal, Adis 

Aldizar, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) IV : 732, Hadiṣ nomor 2039, “kitab an-Nikah”, Hadiṣ 

dari Annas Ibn Malik. 

2
Ibid., Hadiṣ nomor 2040, Hadiṣ dari Ibn Abbas, hlm. 733. 

3
Djaman Nur, Fiqh Munakahat, cet. ke-1, (Semarang :CV Thoha Putra,1993), hlm. 5. 
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hukum sesuai dengan kemuliaan manusia, karenanya hubungan dengan lawan 

jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan pernikahan. 

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rukun yang 

telah ditetapkan oleh Agama. Salah satunya adalah harus ada wali bagi calon 

isteri, yaitu ayah kandungnya sendiri atau kalau sudah meninggal (atau tidak 

ada karena suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan 

wali sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab fiqh. 

Hadis Nabi dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut riwayat Ahmad 

dan lima perawi yang berbunyi: 

لا َكخ الا تىنً
4

 

Dari hadis ini dapat difahami bahwa dalam pernikahan harus ada wali. 

Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis 

selain al-Nasai : 

ايًا ايشاءج َكذت تغيش ارٌ و نيها فُكا دها تاطم
5

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan 

melangsungkan pernikahan disyaratkan harus ada wali, pernikahan tanpa 

adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. 

Wali nikah yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan yang 

berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki.
6
 Adapun orang-orang 

                                                           
4
 As San‟āny, Subul as-Salām (ttp.:Dar al-Manār, 2002) , III : 156, hadiṣ No 920. HR. 

Ahmad dan Arba‟ah dari Amir bin „Abdullāh bin Zubair dari ayahnya. 

 
5
 Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mājah (Bairut : Dār al Fikr,1995), I : 

590, hadiṣ No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu‟az, Ibnu Juraij, 

Sulaiman bin Musa, Urwah, dan „Aisyah. 
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yang berhak menjadi wali nikah dikelompokkan menjadi dua oleh jumhur 

ulama, kedua kelompok itu sebagai berikut 
7
: 

1. Wali dekat atau wali qarib (aqrāb) yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah 

berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak 

terhadap anak perempuan yang dikawinkannya 

2. Wali jauh atau wali ab‟ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan 

adalah : 

a. Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada 

b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

c. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah 

kepada 

d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah 

kepada 

e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

g. Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

h. Anak laki-laki paman seayah 

i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 

j. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. 

Pernikahan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mulus, adakalanya 

ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di 
                                                                                                                                                               

6
 www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html, 

akses Rabu, 29 Oktober 2014, 09:59. 

 
7
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 92. 
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antaranya karena tidak setuju dengan calon menantu atau ada alasan lain yang 

menjadikan orang tua enggan menjadi wali. Keengganan wali untuk 

menikahkan anaknya disebut ‘aḍal. Apabila terjadi keengganan menjadi wali 

maka calon isteri dapat mengajukan permohonan wali ‘aḍal ke Pengadilan 

Agama setempat supaya Pengadilan Agama menetapkan ke-‘aḍalan wali dan 

memerintahkan kepada KUA setempat untuk menikahkan sebagai wali hakim. 

Pindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau sultan 

bila seluruh wali tidak ada atau bila wali aqrāb dalam keadaan enggan 

mengawinkan. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat 

empat perawi hadis selain al-Nasai yang mengatakan : 

نه طاٌ ونً يٍ لا ونًفاٌ اشتجش وا فانسه
8

 

Demikian juga bagi anak yang lahir di luar pernikahan atau 

mempunyai ayah yang beda agama (tidak beragama Islam), maka wali nikah 

pindah kepada wali hakim. Faktor pindahnya perwalian dari wali nasab 

kepada wali hakim terjadi karena banyak hal, namun perlu penyusun paparkan 

bahwa penelitian mengenai wali nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama 

sehingga permasalahan yang dibahas nantinya hanya seputar wali ‘aḍal. 

Adapun perpindahan hak perwalian selain wali ‘aḍal, merupakan kewenangan 

Kepala KUA untuk menyelesaikannya. 

Pengadilan Agama Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu 

lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili 

                                                           
8
 Muhammad Fuad Abdul Baqī, Sunan Ibnu Majah, Bab Lā nikāha illā biwalliyyin 

(Indonesia : Maktabati żahaina, t.t.), I : 605. Hadis Nomor 1879. Hadis dari Abu Bakr bin Abu 

Syaibah, Mu‟az, Juraij dari Sulaiman bin Musa, dari Aż-żuhri dari „Aisyah. 
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dan menyelesaikan perkara wali yang enggan menikahkan anak gadisnya 

(wali ‘aḍal) tersebut di daerah hukumnya. Di Pengadilan Agama Karanganyar 

perkara mengenai wali ‘aḍal memang tidak terlalu banyak, namun mengenai 

perkara tersebut faktor keengganan wali menikahkan anak perempuan di 

bawah perwaliannya disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bebet, 

bibit, dan bobot calon menantu yang seharusnya hal semacam itu sudah tidak 

perlu diperdebatkan lagi karena tujuan utama pernikahan adalah mencari rida 

Allah swt. Perkara wali ‘aḍal di Pengadilan Agama Karanganyar belum ada 

yang meneliti sehingga diharapkan nantinya dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan di bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan 

penggunaan wali hakim dikarenakan wali ‘aḍal. 

Pada awal penyusunan proposal skripsi ini, penyusun menggunakan 

judul “Alasan Penggunaan Wali Hakim Di Kabupaten Karanganyar Tahun 

2008-2012 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Maksud judul 

tersebut adalah penggunaan wali hakim yang melalui Pengadilan Agama. 

Dalam proposal skripsi tersebut sudah tergambar mengenai wali ‘aḍal dan hal 

itu dinyatakan cocok dengan judul yang penyusun pakai, namun setelah 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama, penyusun mendapat bimbingan 

dari bapak Drs. H. Thabrani selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Karanganyar dan berkonsultasi dengan bapak Drs. H. Muh. Mahfudz selaku 

hakim di Pengadilan Agama Nganjuk bahwa menurut beliau supaya tidak 

terjadi kesalahpahaman antara judul dan tempat studi kasus maka alangkah 

baiknya dalam judul tertera kata wali ‘aḍal. Hal itu karena menurut beliau jika 
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dalam judul hanya tertera wali hakim saja, maka studi kasus yang benar 

adalah di KUA. 

Mengenai masalah tahun yang hendak penyusun teliti, awalnya 

penyusun mengambil kisaran tahun yaitu antara 2008-2012. Penyusun 

mengambil tahun tersebut karena pada awal penyusunan proposal skripsi 

penyusun tidak bisa melihat data-data yang ada di Pengadilan Agama 

Karanganyar karena penyusun belum memiliki surat izin penelitian, hanya 

saja penyusun mendapat bocoran sedikit dari pegawai honorer di Pengadilan 

Agama bahwa kasus wali ‘aḍal tidak banyak, maka penyusun mengambil 

kisaran 4 tahun supaya nantinya penyusun tidak hanya meneliti satu dua kasus 

saja. Setelah penyusun melakukan penelitian, mengalami kendala lagi pada 

saat meminta data dan dokumen-dokumen salinan penetapan mengenai wali 

‘aḍal. 

Sebenarnya pegawai bagian arsip tidak keberatan mencari data tahun 

2008-2012 sesuai proposal yang penyusun berikan di Pengadilan Agama, 

namun bagian kearsipan bisa mencari jika nomor perkara wali ‘aḍal pada 

tahun tersebut diserahkan kepadanya, sedangkan data tersebut ada pada 

panitera muda. Pada waktu penyusun menghadap beliau, beliau tidak mau 

mencarikan data perkara wali ‘aḍal dengan alasan kesulitan mencari di 

komputer. Akhirnya penyusun memutuskan untuk mengganti tahun perkara 

yang diteliti daripada penyusun tidak mendapatkan satu datapun di Pengadilan 

Agama Karanganyar tersebut. 
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Fakta tersebut menyebabkan penyusun membahas sekaligus 

mempelajari, menyelidiki alasan-alasan wali ‘aḍal yang penyusun tuangkan di 

bawah judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan 

Wali Hakim Dikarenakan Wali „Aḍal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Karanganyar  Tahun 2014). 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka 

dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan di 

bawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan wali ‘aḍal di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014 ? 

2. Bagaimana pertimbangan dan penetapan hukum oleh hakim dalam 

memeriksa wali ‘aḍal  di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan penetapan 

hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menyelesaikan perkara wali 

‘aḍal  tahun 2014? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan : 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang menjadikan pernikahan 

menggunakan wali hakim dikarenakan wali ‘aḍal di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2014. 

2. Untuk menjelaskan pertimbangan dan penetapan hakim dalam 

memutuskan perkara pernikahan wali ‘aḍal di Pengadilan Agama 

Karanganyar tahun 2014. 

3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan dan 

penetapan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menyelesaikan 

perkara wali ‘aḍal tahun 2014. 

Kegunaan : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang 

hukum khususnya hukum keluarga Islam dan memberikan sumbangan 

pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum keluarga 

Islam, terutama yang berkaitan dengan penggunaan wali hakim dalam 

pernikahan. 

b. Secara Pragmatis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi siapapun yang menyelesaikan permasalahan hukum 

keluarga terkait dengan wali ‘aḍal. 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan salah satu etika yang dapat digunakan 

untuk memberikan kejelasan informasi bahwa persoalan yang tengah dikaji 

dan diteliti belum dikaji oleh peneliti lain. Tahap awal sebelum melakukan 

penelitian lapangan, terlebih dahulu penyusun melakukan telaah terhadap 

skripsi yang telah lebih dulu melakukan penelitian sejenis. 

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) berkenaan dengan wali 

dijelaskan pada pasal  23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) dalam 

hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali 

nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 

Dalam skripsi saudara Misbakhul Munir yang berjudul “Sebab-Sebab 

Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Yogyakarta tahun 2002-2004)”.
9
 Skripsi ini menjelaskan tentang sebab-sebab 

pernikahan menggunakan wali hakim dengan alasan syar‟i ataupun alasan non 

syar‟i di Yogyakarta serta pertimbangan hakim menyetujui permohanan wali 

hakim berdasarkan pasal 39 KHI. Perbedaan penelitian saudara Misbakhul 

Munir dengan penelitian penyusun selain dari lokasi penelitian adalah 

                                                           

9
 Misbakhul Munir,” Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2002-2004)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN 

Sunan Kalijaga, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2006). 
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mengenai sebab wali menolak menikahkan anak perempuan di bawah 

perwaliannya. Hasil penelitian saudara Misbakhul, sebab penolakannya belum 

tentu wali tersebut ‘aḍal karena ada alasan syar‟i seperti akhlak buruk, 

perbedaan agama, masih dalam pinangan orang lain. Hal ini bukan termasuk 

wali ‘aḍal dan permohonan yang seperti ini tidak dibenarkan sehingga 

permohonan wali ‘aḍal ditolak. Adapun dalam penelitian penyusun sudah 

ditetapkan bahwa walinya ‘aḍal. 

Dalam skripsi saudara Afif Muamar yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir 

Dari Perkawinan Hamil”.
10

 Penghulu KUA Sewon, menjelaskan bahwa UU 

No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang Perkawinan dan KHI pasal 99 dan 53 

dipandang tidak logis dan bertentangan dengan hukum Islam dalam 

mencantumkan status anak yang sah, sehingga pemberlakuan wali hakim 

dalam hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987 tentang 

wali hakim dan surat edaran Depag No D/ED/PW.01/03/1992 tentang 

petunjuk pengisian formulir NTCR yang  menjadikan waktu tenggang 6 bulan 

tentang dasar penentuan hubungan nasab dan bila mempelai perempuan itu 

terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan, maka wali nikah yang berhak untuk 

menikahkannya adalah wali hakim. 

Dalam skripsi saudara Nanang Samsul Rijal yang berjudul “Praktek 

Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Dilahirkan 

                                                           

10
 Afif Muamar,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak 

Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA 

Kotagede)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum, 2009). 
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Kurang Dari 6 Bulan”
11

, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan skripsi 

sebelumnya, yakni menjelaskan mengenai status anak yang dilahirkan kurang 

dari 6 bulan dan status perwalian anak tersebut ketika hendak menikah. Dalam 

firman Allah SWT Q.S Al-Ahqaf (46): 15 jika kelahiran kurang dari 6 bulan 

dari masa akad tidak bernasab pada ayahnya, sehingga wali dalam pernikahan 

tidak bisa dilakukan oleh ayahnya meskipun statusnya adalah ayah biologis 

dari calon pengantin wanita, sehingga harus menggunakan wali hakim. 

Dalam skripsi saudara Aan Mustofa yang berjudul “‟Aḍal Sebagai 

Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas 

Pandangan Imam Asy-Syafi‟i)”.
12

 Skripsi ini membahas tentang pendapat 

Imam Syafi‟i mengenai wali ‘aḍal yang menyebabkan perpindahan 

kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam Syafi‟i dalam Isbat 

mengenai wali ‘aḍal yang menyebabkan perpindahan wali 

Dalam skripsi saudara Muhammad Rifa‟i yang berjudul “Upaya 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pernikahan 

Wali „Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”.
13

Skripsi 

ini membahas mengenai peranan pegawai pencatat nikah dalam 

menyelesaikan sengketa pernikahan wali ‘aḍal. 

                                                           

11
 Nanang Samsul Rijal,”Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak 

Perempuan Dilahirkan Kurang Dari 6 Bulan”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan 

Kalijaga, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2006). 

12
 Aan Mustofa,” ‟Aḍal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam 

Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Asy-Syafi‟i)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : 

UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2007). 

13
 Muhammad Rifa‟i,” Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Pernikahan Wali „Aḍal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”, skripsi 

tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 2012). 
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Hasil telaah pustaka yang telah penyusun paparkan di atas terlihat 

dengan jelas bahwa telah banyak yang melakukan penelitian tentang 

penggunaan wali hakim. Dalam skripsi ini penyusun lebih menfokuskan pada 

alasan-alasan wali ‘aḍal dengan menganalisis berkas penetapan di Pengadilan 

Agama Karanganyar tahun 2014. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Wali merupakan sebagian dari rukun pernikahan. Pernikahan yang 

tidak memenuhi seluruh dari rukunnya secara otomatis pernikahan tersebut 

batal. Kehadiran wali merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada dalam 

pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Burdah 

Ibn Abu Musa dari Rasulullah saw, beliau bersabda : 

14لاَكاح الاتىني
 

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa perempuan yang menikah 

tanpa izin dari walinya pernikahan tersebut batal demi hukum. Hadiṣ Nabi dari 

Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasai : 

15ايًا ايشاءج َكذت تغيش ارٌ و نيها فُكا دها تاطم
 

                                                           

14
As San‟āny, Subul as-Salām, III:156,hadiṣ No 920. HR.Ahmad dan Arba‟ah Amir bin 

„Abdullah bin Zubair dari ayahnya. 

15
Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mājah, I : 590, hadiṣ No. 1879. Hadis 

ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu‟az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, 

dan „Aisyah. 
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Meskipun wali merupakan sesuatu yang mutlak dalam pernikahan 

namun tidak semua orang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan. Ada 

beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga orang tersebut berhak menjadi 

wali dalam suatu pernikahan, yaitu 
16

: 

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 

berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang 

melakukan akad. 

2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. 

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk 

orang muslim. Hal ini berdalil dari firman allah : 

لا يتخز انًؤيُىٌ انكافشيٍ اونياء يٍ دوٌ انًؤيُيٍ ويٍ يفعم رنك 

فهيس يٍ الله فً شًء
17

 

4. Orang merdeka 

5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih 

6. Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak 

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

maslahat dalam perkawinan tersebut. 

7. Adil dalam arti tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara 

muruah atau sopan santun. Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi 

dalam hadist dari Aisyah menurut Riwayat dar al-Quthniy : 

                                                           

16
Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqh, hlm. 93. 

17
 Āli Imrān (3) : 28 
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لاَكاح الا تىني و شاهذي عذل
18

 

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini 

berdasarkan kepada hadist Nabi dari „Usman menurut riwayat Muslim 

yang mengatakan : 

لا يُكخ انًذشو ولايُكخ
19

 

Adapun orang-orang yang berhak menempati kedudukan sebagai wali 

itu ada tiga kelompok 
20

: 

Pertama, wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan 

dengan perempuan yang akan nikah. 

Kedua, wali mu‟thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap 

perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. 

Ketiga, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam 

kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. 

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan 

ulama. Beda pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas 

dari Nabi dan di dalam al-Qur‟an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa 

yang berhak menjadi wali. 

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi‟iyah, Hanabilah, Ẓahiriyah, dan 

Syi‟ah Imamiyah membagi wali ke dalam dua kelompok : 

                                                           

18
 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram (Beirut : Dar al-Fikr, 1998 ), hadis nomor 1007. 

Hadis ini marfu‟ dari Hasan, dari Imran ibn Hushain, hlm. 404. 

19
 Ibid., hadis nomor 1017, “Kitab an-Nikah”, Hadis dari Utsman r.a., hlm. 407. 

20
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm. 75. 
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Pertama, Wali dekat atau wali aqrāb yaitu ayah dan kalau tidak ada 

ayah berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak 

terhadap anak perempuan yang dikawinkannya 

Kedua, Wali jauh atau wali ab’ad. Yang menjadi wali jauh ini secara 

berurutan adalah : 

a) Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada 

b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

h) Anak paman seayah 

i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 

Dalam pelaksanaan perkawinan apabila masih ada wali aqrāb dan 

memenuhi syarat, maka wali ab’ad tidak boleh mengawinkan wanita yang 

bersangkutan. Apabila wali aqrāb tidak memenuhi syarat maka hak kewalian 

itu berpindah kepada wali ab’ad.
21

 

Begitu pula halnya mengenai wali nasab dan wali hakim. Wali hakim 

hanya dapat bertindak jika dan hanya jika seluruh wali nasab yang berhak 

menikahkan tersebut sudah tidak ada lagi atau enggan. Jika wali nasab masih 

ada dan mau menikahkan maka wali hakim tidak memiliki kuasa apa-apa. 

                                                           
21

 Abd Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazhabi al-Arba’ah (Beirut : Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, t.t. ), IV :28. 
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Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai 

ashabah dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk zawul 

arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan 

kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan dinikahkan 

adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. 

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah 

sebagai wali nasab yang membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan 

kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan 

orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan 

sebagaimana kedudukan ayah. Golongan ini memberi hak ijbar hanya kepada 

ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali aqrāb. 

Sementara wali hakim hanya akan berperan jika dan hanya jika wali 

nasab tidak mau menikahkan anaknya karena beberapa alasan seperti yang 

diatur oleh KHI dalam pasal 23, yaitu : 

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang 

wali tersebut. 

 

Wali hakim bisa menjadi pemecah masalah ketika wali nasab tidak 

bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali. 

Hal ini sesuai dengan hadist dari Aisyah : 
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ًَ يٍ لا و نً نه 22فاٌ اشتجش وافانسهطاٌ ون
 

Hadis tersebut didukung oleh kaidah fiqh yang berbunyi : 

23انًشقح تجهة انتيسيش
 

Hukum islam menetapkan penggunaan wali hakim supaya tidak ada 

kesukaran bagi calon mempelai yang akan menikah dan tidak memiliki wali 

yang berhak untuk menikahkan. Demikian untuk mencapai kemaslahatan 

terlebih jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan non syar‟iy yang 

kemudian akan dapat membawa kemadharatan. Hal ini sesuai kaidah fiqh 

yang berbunyi : 

24انضش س يزال
 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

                                                           

22
Abi Abdillāh Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Mājah, I: 590, hadiṣ No. 1879. Hadis 

ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu‟az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, 

dan „Asiyah. 

23
Imam Musbikin, Qawa’id al-fiqhiyyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 

38. 

24
Miftahul Arifin, faisal Haq, Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam, 

(Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286. 
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Jenis penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian 

kepustakaan (library research)
25

 yaitu penelitian yang bertumpu pada 

sumber-sumber pustaka atau dokumentasi sebagai sumber data utamanya. 

Penelitian ini digolongkan penelitian kepustakaan karena penelitian ini 

berhubungan dengan dokumen tertulis yaitu penetapan-penetapan 

mengenai perkara wali „aḍal yang terdapat di Pengadilan Agama 

Karanganyar tahun 2014. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik
26

, yaitu suatu 

penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan 

penjelasan untuk dianalisis terhadap data pernikahan dengan wali hakim 

yang tercatat di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2014. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam pencarian data penyusun menggunakan dokumentasi dan 

wawancara. 

a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan 

menelusuri dan mempelajari data primer berupa penetapan-penetapan 

Pengadilan Agama Karanganyar mengenai wali ‘aḍal. 

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dengan berlandaskan 

pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan 

                                                           

25
 M.Djunaidi Ghony, Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : 

AR-RUZZ Media, 2012), hlm. 370. 

26
 Ibid., hlm. 273. 
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untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu. Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data dengan 

wawancara langsung Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Karanganyar dan Staf-Staf  Pengadilan Agama Karanganyar. 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada al-

Qur‟an, Sunnah Nabi, kaidah-kaidah usuliyah, dan pendapat para 

ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur permasalahan 

perkawinan dan khususnya mengenai pernikahan oleh wali hakim. 

5. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode 

induktif, yakni mengumpulkan data perkara khusus wali ‘aḍal, dari data 

tersebut penyusun uraikan kemudian dianalisis berdasarkan klasifikasi dan 

dasar hukum yang berlaku, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Agar mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, tentunya akan 

lebih baik apabila pembahasan dibuat secara sistematis, maka dibuatlah 

sistematika sebagai berikut : 
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Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan 

bab pertama ini penyusun memaparkan latar belakang masalah penelitian, 

dengan ini pembaca dapat mengetahui mengapa penyusun melakukan 

penelitian mengenai wali ‘aḍal sehingga dapat memahami pokok-pokok 

masalah yang dijadikan acuan penelitian, di samping itu dipaparkan pula 

telaah pustaka yang bertujuan untuk membatasi penelitian sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka 

teoritik digunakan untuk landasan teori yang dipakai ketika menganalisis 

penetapan wali ‘aḍal, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna 

mengarahkan kepada pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian 

ini. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, 

arah, dan tujuan penelitian ini. 

Bab kedua perbincangan diarahkan pada tinjauan umum tentang 

perwalian dan status hukumnya yang meliputi: pengertian wali, dasar hukum 

wali dalam pernikahan, dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai 

wali pernikahan. Dalam bab ini dibahas pula faktor-faktor yang menyebabkan 

pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. 

Bab ketiga membahas tentang kasus penelitian penetapan wali „aḍal 

oleh Pengadilan Agama Karanganyar serta hal yg menyebabkan produk 

penetapan Pengadilan Agama tentang wali „aḍal. 

Bab keempat ini penyusun melakukan analisa terhadap data-data yang 

diperoleh dengan melihat penyebab-penyebab pernikahan menggunakan wali 

hakim. 
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Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran dari penyusun yang tujuannya untuk memberikan 

penjelasan dan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon 

mempelai perempuan yang walinya enggan („Aḍal) atau yang tidak memiliki 

wali nasab. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari delapan penetapan tentang perkara wali ‘aḍal di Pengadilan Agama 

Karanganyar tahun 2014, dua perkara dicabut karena terjadi perdamaian 

antara Pemohon dengan walinya dan satu perkara ditolak karena tidak 

cukup bukti, lima perkara sisanya diketahui bahwa alasan-alasan wali 

enggan menikahkan anaknya karena tidak mau tahu urusan orang yang 

berada di bawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, 

ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan 

pernikahan, cacat fisik, dan alasan lain yang tidak jelas yang dikemukakan 

oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan. 

2. Pertimbangan dan penetapan ke’aḍalan wali tersebut setelah 

memperhatikan berbagai alasan keengganannya yang dikemukakan para 

wali di muka sidang dan dapat diketahui bahwa alasan tersebut tidak 

sesuai dengan syariat Islam sedangkan antara Pemohon dan calon suami 

Pemohon tidak ada halangan menikah, sehingga wali tersebut benar-benar 

dinyatakan ‘aḍal. 



85 
 

 
 

3. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan perkara 

wali ‘aḍal ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku Kompilasi Hukum 

Islam, Undang-Undang perkawinan, maupun kitab fiqh. 

 

B. Saran-Saran 

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka 

ada beberapa saran yang perlu disampaikan : 

1. Kepada para wali, hendaknya lebih mengutamakan kepentingan anaknya. 

Sebisa mungkin jika terjadi perselisihan mengenai bebet, bibit, bobot 

calon menantu dan calon suami dibicarakan dengan baik. Jangan saling 

bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Adakalanya perkataan 

orangtua ada benarnya dan apa yang menjadi keinginan orangtua alangkah 

baiknya dipertimbangkan. Begitu pula apa yang menjadi keinginan si anak 

dibicarakan agar dapat menemui jalan tengah yang paling baik. Semua 

masalah pasti ada jalan keluarnya. 

2. Dalam menetapkan perkara wali ‘aḍal, Majelis Hakim sebisa mungkin 

memberikan pengertian kepada wali jika alasan yang dikemukakan 

tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun segala kekhawatiran 

orangtua bermaksud baik, namun alangkah lebih baiknya lagi jika terjadi 

perdamaian. Adakalanya anak itu lebih bahagia jika yang menjadi wali 

adalah ayah kandungnya sendiri. Apalagi disaat-saat prosesi yang sangat 

sakral yang terjadi satu kali seumur hidup. 
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TERJEMAH 

 

BAB I 

No Hlm F.N Terjemah 

01 1 1 ...... Dan aku mengawini wanita-wanita, 

barang siapa yang benci terhadap 

sunnatku maka bukan termasuk 

golonganku. 

02 1 2 Hai para pemuda, barangsiapa yang telah 

sanggup diantaramu untuk kawin, maka 

kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu 

dapat mengurangi pandangan (yang liar) 

dan lebih menjaga kehormatan. 

03 2 4 Tidak boleh nikah tanpa wali. 

04 2 5 Perempuan mana saja yang kawin tanpa 

izin walinya, perkawinannya adalah batal. 

05 4 8 Bila wali tidak mau menikahkan maka 

sultan menjadi wali bagi perempuan yang 

tidak lagi mempunyai wali. 

06 12 14 Tidak boleh nikah tanpa wali. 

07 12 15 Perempuan mana saja yang kawin tanpa 

izin walinya, perkawinannya adalah batal. 

08 13 17 Janganlah orang-orang mukmin 

mengambil orang kafir menjadi wali 

dengan meninggalkan orang mukmin. 

Barangsiapa berbuat demikian, niscaya 

lepaslah ia dari pertolongan Allah. 

09 14 18 Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan 

dua orang saksi yang adil. 

10 14 19 Orang yang sedang ihram tidak boleh 

menikahkan seseorang dan tidak boleh 

pula dinikahkan oleh seseorang. 

11 17 22 Dan bila mereka para wali bertengkar 

maka Sultanlah sebagai wali bagi orang 

yang tidak mempunyai wali. 

12 17 23 Kesulitan itu dapat membawa kemudahan. 

13 17 24 Kemadharatan (hal yang membahayakan) 

harus dihilangkan. 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

 

14 24 8 Tidak sah nikah kecuali bila ada wali. 

15 24 9 Perempuan mana saja yang kawin tanpa 

izin walinya, perkawinannya adalah batal, 

batal, batal. 

16 28 16 Maka Sultanlah sebagai wali bagi orang 

yang tidak mempunyai wali. 

17 29 17 Dituturkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa ada 

seorang gadis menemui Nabi saw. lalu 

bercerita bahwa ayahnya menikahkannya 

dengan orang yang tidak ia sukai. Maka 

Rasulullah saw. memberi hak kepadanya 

untuk memilih (antara meneruskan 

pernikahannya atau bercerai). 

18 29 19 Amaliyah pemimpin terhadap rakyat 

bergantung pada kemaslahatan. 

19 30 20 Seorang janda tidak boleh dinikahkan, 

kecuali setelah diajak berembuk dan 

seorang gadis tidak boleh dinikahkan, 

kecuali setelah dimintai izinnya. Mereka 

bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana 

izinnya (seorang gadis) ? Beliau bersabda, 

Ia diam. 

20 30 21 Kemudian jika dia menceraikannya 

(setelah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak halal lagi baginya 

sebelum ia menikah dengan suami yang 

lain. 

21 30 22 Dan apabila kamu menceraikan istri-istri 

(kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan 

kamu halangi mereka menikah (lagi) 

dengan calon suaminya, apabila telah 

terjalin kecocokan di antara mereka 

dengan cara yang baik. 

22 30 23 Kemudian apabila telah sampai (akhir) 

idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu 

mengenai apa yang mereka lakukan 

terhadap diri mereka menurut cara yang 

patut. 

23 31 24 Seorang janda tidak boleh dinikahkan, 

kecuali setelah diajak berembuk dan 



 
 

seorang gadis tidak boleh dinikahkan, 

kecuali setelah dimintai izinnya. 

24 34 28 Maka Sultanlah sebagai wali bagi orang 

yang tidak mempunyai wali. 

25 38 34 Orang yang sedang berihram tidak boleh 

menikah dan menikahkan dan tidak boleh 

melamar. 

26 42 41 Orang yang sedang berihram tidak boleh 

menikah dan menikahkan dan tidak boleh 

melamar 

 

 

BAB IV 

 

27 73 1 Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 

ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan saying. Sungguh, pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 

28 80 4 Tidak boleh nikah tanpa wali. 

29 80 5 Perempuan mana saja yang kawin tanpa 

izin walinya, perkawinannya adalah batal. 

30 81 6 Kemadharatan (hal yang membahayakan) 

harus dihilangkan. 
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